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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia yang terletak di garis katulistiwa merupakan salah satu 

Negara yang dikaruniai kawasan hutan yang sangat luas. Dari sudut 

luasnya areal kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia menduduki posisi 

kedua yang hanya kalah dari luas hutan curah hujan brazilia 

Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Hutan 

(SDH) dengan kawasan hutan yang sangat luas dan bahkan tercatat 

sebagai hutan terluas ketiga. Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya 

terjadi pada hutan produksi tetapi juga telah terjadi pada hutan lindung. 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok 

Kehutanan yang menjelaskan bahwa hutan lindung merupakan kawasan 

hutan karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata 

air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 

Melihat potensi yang begitu besar dari hasil hutan Indonesia, tidak salah 

apabila pemerintah menjadikan sektor kehutanan menjadi salah satu 

sumber devisa negara yang utama untuk menunjang pertumbuhan 

ekonomi bangsa. Tetapi dalam prakteknya, dorongan untuk melakukan 

pertumbuhan ekonomi secara signifikan dengan memanfaatkan potensi 

hutan tidak diimbangi dengan upaya pemeliharaan lingkungan yang 

berkelanjutan.  
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Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya 

menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machsstaat). Dengan konsep negara hukum tersebut, 

maka aturan hukum mengikat kepada segenap warga masyarakat tanpa 

terkecuali, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari 

hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat 

serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih 

berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, 

komprehensif dan berkesinambungan. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 

Hutan di Indonesia perlu adanya perlindungan khusus oleh 

pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar area pegunungan 

agar pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat 

berlangsung dengan baik, untuk kelangsungan tersebut diperlukan 

langkah-langkah untuk mewujudkan keseimbangan supaya terhindar dari 

kerusakan dan kepunahan. Dari berbagai penyebab rusaknya hutan 

diduga bahwa penebangan kayu berlebihan atau dikenal dengan istilah 

over cutting dan pencurian kayu yang dilakukan tanpa memperhatikan 

kaidah-kaidah silvikultur pemanfaatan hutan dan berlangsung tanpa 

terkendali, menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat cepat 
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tersebut. 1  Penebangan hutan secara berlebihan tersebut utamanya 

dilakukan melalui praktik penebangan kayu tanpa izin atau illegal logging 

yang didorong oleh besarnya kebutuhan pasokan suplai kayu bulat bagi 

industri pengelolahan kayu.2 Bahkan dalam catatan sejarah hutan di bumi 

kita menghilang dengan kecepatan tinggi, sekitar 130.000km2 setiap 

tahunnya atau seluar negara inggris. 3  Oleh sebab itu sistem dan 

penanganan yang tepat terhadap masalah-masalah ini sangat diperlukan 

untuk kelangsungan hutan di masa mendatang. Banyak usaha yang telah 

dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kehuatanan untuk 

menangani berbagai masalah di kehutanan, salah satu usaha yang masih 

dilakukan sampai sekarang yaitu melakukan gerakan rehabilitasi hutan 

dan lahan.  

Pada hakekatnya, pertumbuhan hutan di Indonesia memang 

cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan 

adanya tingkah laku manusia yang tidak bertanggung jawab dan bahkan 

lebih mengedepankan bisnis-bisnis mereka saja, yang dimana diperoleh 

dari hasil pemanfaatan hutan itu sendiri yaitu bisa dipergunakan sebagai 

ladang bisa diperkayuan seperti furnitur kayu, pembuatan kusen pintu, 

dan perlengkapan atap rumah. Dengan demikian masyarakat yang secara 

langsung mata pencahariannya dibidang industri perkayuan dalam sekala 

besar maupun kecil tidak lagi memikirkan kelangsungan hidup di areal 

                                                           
1

 Transtoto Handadhari, Kepedulian yang Terganjal Menguak Belantara 

Permasalahan Kehutanan Indonesia, Cetakan I, Gramedia, 2009, Jakarta, h. 56 
2
 Ibid 

3
 Agus Purnomo, Menjaga Hutan Kita, Cetakan I, Gramedia, 2012, Jakarta, h. 3 
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kehutanan. Memang pada dasarnya pertumbuhan hutan dan hasil hutan 

kayu perlu kita manfaatkan secara optimal demi kemakmuran rakyat, oleh 

karena itu orang-orang disekitar hutan perlu juga menjaga kelestarian 

untuk jangka panjang yang akan terus meningkat kebutuhannya. Peran 

Perum Perhutani dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dan bisa 

menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memberantas penebangan hutan 

tanpa izin maupun pencurian kayu hasil hutan. Dengan demikian 

diperlukan juga kesadaran bagi masyarakat agar tidak lagi terjadi 

penebangan hutan secara berlebihan maupun pencurian kayu hasil hutan 

karena dengan adanya kerjasama yang baik antara penegak hukum 

dengan masyarakat semuanya akan berjalan dengan baik. Perum 

Perhutani sangat penting perannya, dimana Perum Perhutani adalah 

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk secara 

langsung oleh pemerintah untuk menjaga, melestarikan dan 

memanfaatkan hutan yang berada di daerah Jawa dengan sebaik-

baiknya, oleh karena itu Perum Perhutani juga dalam memanfaatkan kayu 

hasil hutan yang akan diperjualkan secara bebas kepada industri 

perkayuan maupun masyarakat langsung, tidak melupakan juga untuk 

menjaga kawasan hutan dibawa wewenangnya untuk memperhatikan 

penanaman pohon yang akan dimanfaatkan kayunya demi jangka 

panjang.  

Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung 

kadangkadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan 
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bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa 

pengangkutan kayu hasil hutan tanpa di lengkapinya SKSHH (surat 

keterangan sahnya hasil hutan) yang disebabkan oleh kurangnya 

kesadaran hukum bagi masyarakat. Hal ini penulis melihat secara luas 

bahwa inilah tugas negara yang harus bertindak tegas secara umum dan 

tanpa harus melihat siapa pelakunya karena hutan di Indonesia sudah 

sangat memperihatinkan. Tugas Negara adalah menjamin agar tujuan 

nasional tercapai, dan pencapaian hanya melalui pembangunan bangsa 

dan negara.4 

Terjadi suatu tindak pidana perseroan terbatas yang melakukan 

pengangkutan kayu tanpa dilengkapi surat yang sah dalam putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022 

bahwa terdakwa PT. Tegar Nusantara Indah yang berdiri berdasarkan 

Akta Pendirian PT. tegar Nusantara Indah dihadapan Hasiolan Situmeang 

Notaris di Kota Jambi Akta Pendirian Nomor : 6 tanggal 03 Maret 2000 

dan pengesahan Anggaran Dasar Menteri Kehakiman R.I Nomor : C-

18579 HT.01.01. TH 2000 tanggal 23 Agustus 2000 yang bergerak di 

bidang usaha Industri Penggergajian Kayu Veneer dan industry dan 

mengalami perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tegar Nusantara Indah Nomor : 71 

tanggal 27 September 2017 dihadapan Muhammad Zen Notaris di Kota 

Jambi yang selanjutnya sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan 

                                                           
4
 Aniek Irawatie, “Pendidikan Kewarganegaraan”, I. Disertai, Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, 2010 h. 28. 
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Penanaman Modal Asing Nomor 3516/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 28 

September 2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal 

bergerak di bidang Usaha Industri Penggergajian Kayu yakni Plywood, 

pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Jam. 23.00 Wib atau 

setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat 

di Jalan Jambi Suak Kandis Desa Puding Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi 

atau setidak- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 

kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil 

hutan, 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

membahas tesis dengan judul : “Pertanggungjawaban Pidana Atas 

Tindakan Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pengangkutan Kayu 

Tanpa Dilengkapi Surat Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022)” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan mengenai ijin pengangkutan kayu hasil hutan yang 

dibenarkan dalam undang-undang? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan pengangukan 

kayu tanpa dilengkapi suratyang sah? 
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3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pengangkutan kayu 

dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 

K/Pid.Sus-LH/2022? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah: 

1. Untuk mengetahui aturan mengenai ijin pengangkutan kayu hasil hutan 

yang dibenarkan dalam undang-undang. 

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas tindakan 

pengangukan kayu tanpa dilengkapi suratyang sah. 

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas tindakan pengangkutan 

kayu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 

K/Pid.Sus-LH/2022?  

 
D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran 

dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum 

kehutanan. 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

tindak pidana illegal loging. 
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E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.5 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.6 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang.7  

 
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang 

diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari 

orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang 

bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.8 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan 

dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan 

                                                           
5
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 
6

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, 2001, h. 156  

7
Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 
8
 W.Sommermeijer, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum Universitas 

Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23 
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menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta 

merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah 

dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan 

tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus 

hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum 

yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung 

jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi 

yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.9 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and 

State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly 

Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

                                                           
9
 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, h. 335. 
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menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan”.10 Dalam teori Perseroan Terbatas yang 

mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat 

bahwa Pengurus Perseroah memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu 

kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (statutory 

duties) dan fiduciary duties. 

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada 

pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat 

dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan 

hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam 

suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional 

pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori 

pertanggung jawaban mutlak (absolute responsibility). 11  Pertanggung 

jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan 

diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung 

                                                           
10

 Selly Masdalia Pertiwi,Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik 
Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya, Program 
Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22. 

11
 Hans Kelsen I, Op.cit., h. 95 
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jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas 

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan.12 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat menjadi beberapa teori, 

yaitu : 

a.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus 
sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 
penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat 
akan mengakibatkan kerugian. 

b.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan karena kelalaian (negligence tort liabity), didasarkan 
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan 
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). 

 
Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian 

bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 

akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab 

sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa 

yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama 

terhadap perusakan lingkungan hidup. 

 
b. Teori Penegakan Hukum  

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu 

undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan 

                                                           
12

 Hans Kelsen II, Op.cit. , h. 149 
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politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya 

dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-

keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai 

subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat 

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya 

maupun dalam implementasi dan penegakannya. 

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah  

usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari 
negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan 
peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa 
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam 
masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.13 

 
Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh 

masyarakat umum, terutama dalam bidang kepemerintahan adalah policy, 

yang dapat diartikan sebagai the general principle by which a government 

is guided in it‟s management of public affairs, or the legislature in it‟s 

measures (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana 

digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen 

penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-

undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang 

digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana 

dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap 

mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang 

                                                           
13

 Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni. h. 20. 
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ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk 

pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels 

berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan 

criminal policy mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi 

penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh 

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui 

massmedia.14 

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam 

arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 

reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan 

kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 

untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.  

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur 

penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum 

pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh 

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui 

mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang 

                                                           
14

 Packer, Herbert L., 1968, The Limits of The Criminal Sanction, California: 

Stanford University Press. h. 56 – 57. 
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pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan 

atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal 

mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan 

itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana 

sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain 

pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). 

Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke 

depan (forward-looking).  

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih 

ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan 

dengan pandangan pertama yang masih dianggap backward-looking. 

Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada 

dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi 

kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk 

Indonesia.  

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan 

kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk 

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif 

tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau 

ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan kejahatan. 
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Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal 

yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan 

masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, 

baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan 

demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai 

faktor penangkal kejahatan atau faktor ’’anti kriminogen’’ yang merupakan 

bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa 

negara di Eropa,misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang 

karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana 

sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang. 

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga 

penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang 

pengadilan (afdoening buiten process). Disana, peran Jaksa Penuntut 

Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, 

diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan 

pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua 

metode diversi dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non 

penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian 

perkara di luar sidang pengadilan.  

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk diversi yang oleh 

pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, 

memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh 

penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan 
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pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus 

finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada 

suatu kasus finansial semata-mata menangguhkan untuk pelanggaran 

ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC 

menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang 

diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:  

1.  Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang 
tersebut tidak kurang dari 5 Gulden dan tidak lebih dari maksimum 
denda yang ditentukan undang-undang;  

2.  Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;  
3.  Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara 

atas harga yang dinilai;  
4.  Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau 

mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau 
seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan 
memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang 
disimpan;  

5.  Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan 
oleh tindak pidana  

 
Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan a plea-bargaining 

system, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup 

transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan 

transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan 

keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan 

untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, 

pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, 

transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan 

adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan 

transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni 
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maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya 

adalah 450.000 Euro.15 

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (Board 

of Prosecutor General) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. 

Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, 

misalnya :  

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih 
efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan 
perdata;  

2.  Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak 
efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan 
kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;  

3.  Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak 
efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, 
kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;  

4.  Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, 
seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga 
ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang diintrodusir;  

5.  Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan 
korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.16 

 
Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara 

di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi ”Kewenangan menuntut 

pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, 

kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang 

ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang 

ditetapkan olehnya”.  

                                                           
15

 Ibid.,h. 22. 
16

 Ibid.,h. 21. 
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Selanjutnya ayat 2 menentukan: ”Jika di samping pidana denda 

ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus 

diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. 

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk 

pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan restorative 

justice (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal 

memulihkan keseimbangan (evenwicht, harmonie) antara dunia lahir dan 

dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang 

perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam 

kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. 

Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu 

telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.  

Barb Toews, dalam bukunya The Little Book of Restorative Justice 

for People in Prison mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat 

bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan 

pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal 

seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang 

bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari 

penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, 

korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan 
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restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut. 17  Lebih lanjut 

dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan 

yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan 

atau mendorong kebaikan.  

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, 

sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan 

(afdoening buiten process) yang hampir sama dengan paradigma 

penghukuman keadilan restoratif dimana pelaku didorong untuk 

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, 

keluarganya, dan juga masyarakat. Suspended prosecution atau di 

Belanda dikenal dengan istilah seponeering, telah diterapkan di beberapa 

negara sebagai bentuk diversi yang mengarah pada model keadilan 

restoratif. 

Hoefnagels mengingatkan bahwa ”Punishment in criminal law is 

limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by 

legality”. 18  Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus 

mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar 

berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan 

pemidanaan. 

Belanda, dalam kultur pemidanaan (penal culture), yang lebih 

spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (sentencing culture), 

dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris 

                                                           
17

 Ibid.,h. 5. 
18

 Ibid.,h. 139. 
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mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada 

humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu 

kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang 

destruktif. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai 

ultimum remedium.19 Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP 

Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana 

penjara.  

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri 

pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan 

proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan 

dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau 

lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung 

sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. 

Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan 

keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi 

dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak 

hukum.  

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, 

apakah masih memilih pandangan retributif atau pembalasan (retributive 

view) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif 

terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga 

masyarakat ataukah pandangan utilitarian (utilitarian view) yang lebih 

                                                           
19

 Ibid.,h. 319. 
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melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan 

utilitarian melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan 

dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari 

segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan 

pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan 

mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan 

dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan 

perbuatan yang serupa. 

Pada umumnya, pandangan utilitarian tersebut dianggap lebih ideal 

dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat 

preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena 

itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai 

negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain 

yang disebut dengan pandangan behaviorial. Ia berpendapat bahwa pada 

dasarnya, behaviorial ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak 

dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana 

untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan 

pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh 

paham determinisme yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama 

sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin 

dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti 
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sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar 

kekuasaan individu itu sendiri. 

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga 

pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang 

integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam 

rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana 

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori 

integratif ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang 

bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang 

bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. 

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam 

suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan 

psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran 

pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman 

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan 

kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu 

kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana 

adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan 

sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.  

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat 

bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap 

penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum 
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dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin 

hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan 

suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang 

yang melakukan pelanggaran hukum.20 

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU 

KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni 

pencegahan umum (generale preventie) terutama teori pencegahan 

umum secara psikologis (psychologische dwang) dan pencegahan khusus 

(speciale preventie) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak 

mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan 

menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan 

bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi 

mendidik dan memperbaiki. 

 
c. Teori Perlindungan Hutan 

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah 

suatu usaha untuk : (1) melindungi dan membatasi keusakan-kerusakan 

hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan 

ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan (2) 

mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil 

hutan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5Tahun 1967). 

                                                           
20

 Lamintang, P.A.F., 1983, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 

Baru. h. 127-128. 
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Didalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa 

perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk : (1) 

mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan yang disebabakan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-

daya alam, hama serta penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga 

hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, 

hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan 

pengelolaan hutan. 

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah 

terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang 

perlu mendapat perlindungan : 

1.  Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara 

tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan 

pengusahaan hutanyang tidak bertanggung jawab. 

2.  Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian 

lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi 

tanah/tegakan. 

3.  Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin. 

4.  Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran. 

5.  Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama 

danpenyakit serta daya alam. 

Ada lima faktor penyebab kerusakan hutan, yaitu : 

1.  Bertambahnya penduduk yang sangat pesat. 
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2.  Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi 

masyarakatdisekitar hutan. 

3.  Perladangan berpindah-pindah. 

4.  Sempitnya lapangan pekerjaan. 

5.  Kurangnya kesadaran masayarakat akan arti pentingnya fungsi hutan 

dan lainlain 

Ketentuan tentang perlindungan hutan semuala diatur dalam Pasal 

15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 

46 sampai dengan Pasal 51 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 4 

(empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas : 

1.  Hutan 

2.  Kawasan hutan 

3.  Hasil hutan, dan 

4.  Investasi 

Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 

ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu : 

1.  Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya. 

2.  Perlindungan tanah hutan. 

3.  Perlindungan kerusakan hutan, dan 

4.  Perlindungan hasil hutan 

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan 

adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi : Kantor 

Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum 
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Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen 

Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti 

pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan 

Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di 

areal hak pengusahaan hutannya masing-masing. 

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan 

berwenang untuk : 

1.  Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan 

wilayahsekitar hutan (kring). 

2.  Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan 

pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar 

hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah 

ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk 

memeriksa hasil hutan. 

3.  Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang 

menyangkut hutan dan kehutanan. 

4.  Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana dibidang 

kehutanan. 

5.  Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyelidik Polri, dalam 

hal tertangkap tangan. 

6.  Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak 

pidana di bidang kehutanan (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 1985). 
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2. Kerangka Konsep 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas.  

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini.  Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan pengertian konsep yang digunakan, sebagai berikut:  

a. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana 

merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana 

untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”21 

b. Perseroan Terbatas (PT) yang dulunya disebut juga dengan Naamloze 

Vennootschaap (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan 

usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya 

memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya22 

                                                           
21 Chairul huda, Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ menuju kepada „Tiada  

Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71 
22

 Assauri, Sofyan. 1999. Manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta: 
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Gadjah Mada., h. 20 
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c. Kayu adalah 1 (pokok --, pohon --), pohon yg batang-batangnya keras; 

2 bagian batang (cabang, dahan, dsb) pohon yg keras (yg biasa dipakai 

untuk bahan bangunan, dsb)23 

d. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang 

merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan 

dalam penatausahaan hasil hutan.24 

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan  browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Tuty Budi Utami, NIM: B4A 005 053, Mahasiswa Program 

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.  

Judul penelitian/tesis: “Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Loging” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

perumusan kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan 

penerapan sanksi pidana yang akan datang. 

                                                           
23

 Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan 

Nasional, 2008, h. 655. 
24

 https://paralegal.id/pengertian/surat-keterangan-sahnya-hasil-hutan/ diakses 
pada tanggal 23 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB. 
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2. Tesis Dila Romi Aprilia, NIM: 1006736495, mahasiswa Program 

Pasca Sarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2012. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Loging. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: tindak pidana illegal logging ditinjau dari hukum kehutanan, 

kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan 

dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging, 

Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Pidana Atas 

Tindakan Perseroan Terbatas Yang Melakukan Pengangkutan Kayu 

Tanpa Dilengkapi Surat Yang Sah (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022) belum pernah 

dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan 

Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik 

penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya 
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G. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau 

suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

diteliti”.25 Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang 

menyangkut permasalahan yang telah di identifikasi. 

 

2. Metode Pendekatan 

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian 

yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada 

ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa 

bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.26 

 

3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37 K/Pid.Sus-LH/2022. 

 
4. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melaksanakan penelitian kepustakaan (library reseacrh), yaitu dengan 

metode pendekatan konseptual (conceptual approach).  

                                                           
25

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, 
Jakarta, 2003, h. 36 

26
 Ibid, h. 37 
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Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun 

argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 

Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan 

pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang 

relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini. 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas :Penelitian Kepustakaan (library 

research), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan 

kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok 

masalah dalam tesis ini. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

a. Jenis Data  

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk 

kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data 

kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek 

penelitian. 27  

 

 

 
 

                                                           
27

 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : 

Rakesarasin, 1996), h. 2. 
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b.  Sumber Data  

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder 

dalam penelitian ini bersumber dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan 

perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap 

hutan Indonesia. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku 

yang berhubungan dengan objek yang diteliti 

3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih 

lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum. 

c. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research);  Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 

 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
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jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.  

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) 

aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, 

mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep 

dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa tahapan, yaitu:  

a. Analisis data 

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi 

pustaka.  Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. 

Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, 

tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan 

masalahnya. 

b. Reduksi data  

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan 

juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi 

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap 

relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan 

data yang sempurna.  
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c. Penyajian data 

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan 

informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-

pengelompokan yang diperlukan. 

d. Interpretasi data 

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya 

adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang 

telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang 

tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai 

apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan. 

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/ 

verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat 

dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali 

melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, 

khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya 

terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.  
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BAB II  
 

ATURAN MENGENAI IJIN PENGANGKUTAN KAYU HASIL 
HUTAN YANG DIBENARKAN DALAM UNDANG-UNDANG 

 
 
A. Hutan dan Kehutanan  

Pengertian hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 

1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan 

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, 

sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut 

dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan 

secara terpadu.  

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian 

sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 

Tahun 1999, yaitu sebagai berikut :  

1.  Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999)  

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang 

didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau 

institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan 

terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua 

macam, yaitu hutan negara dan hutan hak.  

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani 

hak atas tanah (Pasa15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara 

adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas 

35 
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tanah. Termasuk hutan negara adalah hutan adat, hutan desa, dan 

hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang 

diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat 

(rechtgemeenschap). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola 

oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan 

kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk 

memberdayakan masyarakat.  

2.  Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 - 7 UU 41 Tahun 1999 )  

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang 

didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi 

tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.  

a.  Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu 

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.  

b.  Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur 

tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi 

(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  

c.  Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan.  

3.  Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk 

keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta 
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untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 

1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.  

4.  Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di 

setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota 

adalah hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, 

dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).  

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki 

hutan yang sangat luas. Menurut Walhi dalam Lewoema (2008), 

Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. 

Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan hutan tidak segera 

dikendalikan. Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia 

memang sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat 

lemah. Penanganan kasus pengrusakan hutan masih kurang serius dan 

terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan 

hutan untuk mencari pembenaran diri.  

Berdasarkan aspek ekonomi, sektor kehutanan Indonesia 

menyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas. Devisa ini 

sebenarnya perlu dipertahankan tanpa harus merusak hutan. 

Sebaliknya, dengan semakin tinggi tingkat kerusakan hutan, devisa 

negara dari sektor ini akan mengalami penyusutan. Disamping itu, 

hutan adalah pemasok oksigen. Populasi tanaman yang tumbuh di 

hutan mampu memasok oksigen untuk keperluan manusia serta 

hewan, maka tidak heran jika hutan dijuluki paru-paru dunia.  
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Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. 

Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan 

yang tidak boleh diabaikan.28  

Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada 

umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar 

kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. 

Sejalan dengan definisi tersebut, selanjutnya Lewoema (2008) 

mengatakan bahwa sustainable forest management atau pengelolaan 

hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu 

dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk 

mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu 

lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi 

lingkungan yang rusak baik karena faktor internal maupun faktor 

eksternal.  

Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kehutanan. Ketentuan itu kemudian disempurnakan dalam Pasal 10 

UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada hakikatnya tujuan 

pengurusan hutan dalam arti luas adalah untuk mencapai manfaat 

hutan yang sebesar-besarnya, secara serba guna dan lestari, baik 

langsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  

                                                           
28

 Lewoema, Z.K. 2008. Kelestarian Hutan Diindonesia, Tanggung Jawab Setiap 

Warganegara. WALHI. Jakarta 
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B. Hutan Rakyat  

1. Pengertian Hutan Rakyat  

Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

disebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan hak yang berada pada tanah 

yang dibebani hak milik. Pengertian ini mencakup semua hutan yang 

tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik petani perseorangan maupun 

bersama-sama atau badan hukum. Sementara menurut Pramono, hutan 

rakyat dapat diartikan sebagai tanaman kayu yang ditanam pada lahan-

lahan milik masyarakat. Keberadaan hutan rakyat di Indonesia semakin 

penting karena turut menyumbang pasokan kebutuhan kayu bagi industri 

perkayuan.29 Disamping itu hutan rakyat merupakan salah satu sarana 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang 

tinggal di pedesaan.  

Keberadaan hutan rakyat menurut Darusman, telah ada dan sejak 

puluhan tahun yang lalu diusahakan dan terbukti sangat bermanfaat, tidak 

hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakat dan lingkungannya. 30 

Sekalipun demikian pada awalnya keberadaan dan peran hutan rakyat 

kurang “dilirik” oleh para birokrat, peneliti maupun ilmuwan pada 

umumnya, hingga adanya temuan hasil penelitian IPB pada tahun 1976 

                                                           
29

 Katno, Pramono S. Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan Obat 

Tradisional. Balai Penelitian Obat Tawangmangu, Fakultas Farmasi Universitas Gajah 
Mada [press release]. Yogyakarta: Fakultas Farmasi UGM 

30
 Darusman D, Hardjanto. 2006. Tinjauan ekonomi hutan rakyat. Di dalam: 

Kontribusi Hutan Rakyat Dalam Kesinambungan Industri Kehutanan. Prosiding Seminar 
Hasil Litbang Hasil Hutan 2006; Bogor, 21 September 2006. Bogor: Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Hasil Hutan, h 7-13 
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dan UGM pada tahun 1977 tentang konsumsi kayu pertukangan dan kayu 

bakar di Jawa yang ternyata sebagian besar disediakan oleh hutan rakyat.  

Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan 

potensi yang sangat berarti dalam percaturan pengelolaan hutan nasional. 

Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukkannya hitungan potensi 

hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri pengolahan 

kayu. Keyakinan tersebut semakin bertambah sejak disadarinya terjadi 

penurunan potensi hutan negara secara pasti, baik yang berasal dari 

hutan alam maupun tanaman. Pemahaman dan keyakinan itu sepatutnya 

disyukuri yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan langkah tindak 

yang mengarah kepada peningkatan kinerja usaha hutan rakyat, yang 

selama ini telah diusahakan oleh masyarakat secara swakarsa, swadaya 

dan swadana.  

 
2. Karakteristik Umum Hutan Rakyat  

Menurut Wijayanto salah satu karakteristik dari hutan rakyat adalah 

memiliki jangka waktu pertumbuhan relatif lama. Sifat pertumbuhan hutan 

rakyat yang relatif lama tersebut menyebabkan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah kurang responsif untuk mengembangkan hutan 

rakyat secara murni swadaya.31 Masalah yang mungkin dihadapi dalam 

membangun hutan rakyat adalah resiko dalam pertumbuhan dan resiko 

dalam pemasaran hasil. Rotasi pertumbuhan yang panjang menimbulkan 

                                                           
31

 Almilia, L.Spica. dan D. Wijayanto. 2007. Pengaruh Environmental Performance 

dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. Proceedings The 
Accounting Confrence ,Depok, 7-9 November 2007. 
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ketidakpastian dalam melakukan investasi karena adanya resiko pasar 

dan resiko fisiologi tegakan hutan yang mempengaruhi pengembalian 

dana investasi tersebut. Hal ini memperkaya karakteristik dalam usaha 

pembangunan hutan, yaitu putaran dana yang lambat. Ketidakpastian 

dalam pertumbuhan sering menimbulkan masalah dalam mendapatkan 

kredit perbankan serta persyaratannya.  

Campur tangan Pemerintah dalam pengusahaan hutan rakyat dapat 

memberikan dampak positif terhadap produktivitas hutan dan kualitas 

lingkungan, serta dapat pula menimbulkan dampak negatif. Apabila 

kebijakan Pemerintah membebani pemilik hutan yang menyebabkan 

berkurangnya keuntungan bagi pemilik hutan serta mengurangi minat 

pemilik untuk mengelola hutan dan pada akhirnya mereka mengalihkan 

penggunaan hutan untuk tujuan lain. Oleh karena itu, pengaturan 

pengusahaan hutan rakyat beserta program pembangunannya 

seharusnya dapat menyediakan insentif untuk memperkaya pengusahaan 

hutan rakyat serta memberikan keuntungan bagi pemilik hutan.  

Selanjutnya menurut Wijayanto, bahwa pada umumnya hutan rakyat 

mempunyai ciri-ciri antara lain :  

1)  Tidak merupakan suatu kawasan yang kompleks, akan tetapi 
terpencar-pencar di tanah pedesaan lainnya.  

2)  Bentuk usahanya tidak selalu murni berupa usaha bercocok 
tanam pohon-pohonan, ada kalanya perkebunan, peternakan dan 
lain-lain.  

3)  Kelangsungan hutan rakyat sangat tergantung oleh kebutuhan 
lahan untuk kepentingan pemukiman usaha tani di luar kehutanan 
dan kesinambungan pengolahan serta penanaman.32 

                                                           
32

 Ibid. 
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Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, pola hutan rakyat 

berdasar jenis tanaman yang berkembang di Jawa Tengah berdasarkan 

jenis tanamannya ada 3 (tiga) macam :  

1)  Pola hutan rakyat didominasi oleh satu jenis tanaman.  
2)  Pola hutan rakyat campuran didominasi 2 atau lebih jenis tanaman 

kehutanan (jati, mahoni; jati, mahoni, sengon; atau mahoni, 
sengon).  

3)  Pola hutan rakyat agroforestri merupakan hutan rakyat campuran 
antara tanaman kehutanan, tanaman perkebunan, tanaman hijaun 
makan ternak yang dipadukan dengan tanaman pangan semusim 
(ubi kayu, jagung, dll) dan tanaman obat-obatan (empon-empon, 
kunyit, jahe, dll).33  

 
C. Pemanfaatan Hasil Hutan Oleh Masyarakat  

Agribisnis merupakan suatu cara untuk melihat pertanian sebagai 

suatu sistem bisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa 

kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi; subsistem 

usaha tani yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan; 

subsistem agribisnis pengolahan; subsistem pemasaran; dan subsistem 

penunjang, yaitu dukungan sarana prasarana serta lingkungan yang 

kondusif bagi pengembangan agribisnis. Dengan demikian pembangunan 

sistem agribisnis mencakup lima subsistem, yaitu:  

1) Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness) yakni industri-
industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi pertanian 
(dalam arti luas) yakni industri pembenihan/pembibitan tumbuhan 
dan hewan, industri agrokimia (pupuk/pestisida, obat/vaksin 
ternak) dan industri agrootomotif (mesin dan peralatan pertanian) 
serta industri pendukungnya.  

2) Subsistem usaha tani (on-farm agribusiness) yaitu kegiatan yang 
menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk 
menghasilkan komoditas pertanian primer.  

                                                           
33

 Dinas Kehutanan Jawa Tengah. Forestry Office of Central Java, Indonesia Jl. 

Menteri Soepeno 1/2 Semarang Telp. (024) 8319140; Fax. (024) 8319328 Selasa, 03 
September 2013. 12.47 AM. 
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3) Subsistem pengolahan (down-stream agribusiness) yakni industri 
yang mengolah hasil pertanian primer (agroindustri) menjadi 
produk olahan baik berupa prodak antara (intermediate produk) 
maupun produk akhir (finish product).  

4) Subsistem pemasaran yakni kegiatan-kegiatan untuk 
memperlancar pemasaran komoditas pertanian baik segar 
maupun olahan di dalam dan luar negeri.  

5) Subsistem jasa, yang menyediakan jasa bagi subsistem agribisnis 
hulu, subsistem usaha tani dan subsistem agribisnis hilir.34  

 
Dalam pengembangan sistem agribisnis, kelima subsistem tersebut 

beserta usaha-usaha didalamnya harus dikembangkan secara simultan 

dan harmonis.35  

Menurut Rahmawaty, dalam rangka pengembangan agribisnis hutan 

rakyat, dikenal tiga pola hutan rakyat, yaitu :  

1.  Pola Swadaya; hutan rakyat yang dibangun oleh kelompok atau 
perorangan dengan kemampuan modal dan tenaga dari kelompok 
atau perorangan itu sendiri. Melalui pola ini masyarakat didorong 
agar mau dan mampu untuk melaksanakan pembuatan hutan 
rakyat secara swadaya dengan bimbingan teknis kehutanan.  

2.  Pola Subsidi; (model hutan rakyat); hutan rakyat yang dibangun 
melalui subsidi atau bantuan sebagian atau keseluruhan biaya 
pembangunannya. Subsidi atau bantuan diberikan oleh 
Pemerintah (melalui Inpres Penghijauan, Padat Karya dan dana 
bantuan lainnya) atau dari pihak lain yang peduli terhadap 
pembangunan hutan rakyat.  

3.  Pola Kemitraan (Kredit Usaha Hutan Rakyat); hutan rakyat 
dibangun atas kerjasama masyarakat dan perusahaan swasta 
dengan insentif permodalan berupa kredit kepada rakyat dengan 
bunga ringan. Dasar pertimbangan kerjasama itu adalah pihak 
perusahaan perlu bahan baku dan masyarakat butuh bantuan 
modal kerja. Pola kemitraan ini dilakukan dengan memberikan 
bantuan secara penuh melalui perencanaan sampai dengan 
membagi hasil usaha secara bijaksana, sesuai kesepakatan 
antara perusahaan dan masyarakat.36  

                                                           
34

 Saragih, Bungaran. 2001. Suara dari Bogor : Membangun Sistem Agribisnis. 

Yayasan USESE bekerjasama dengan Sucofindo. Bogor. 
35

 Ibid. 
36

 Rahmawaty. 2004. “Studi Keanekaragaman Mesofauna Tanah di Kawasan 

Hutan Wisata Alam Sibolangit (Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten 
Daerah Tingkat II Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara)”. e-USU Repository. Jurusan 
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D. Ijin Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Berdasarkan Ketentuan 
Undang-Undang 

 
Dengan mempertimbangkan sifat-sifat hutan (sebagai SDA dan 

sebagai ekosistem) maka dikembangkan suatu prinsip dasar dalam 

pengelolaan hutan yang dikenal sebagai Prinsip Kelestarian (Sustainable 

Principle). Berdasarkan perkembangannya, dikenal tiga prinsip 

kelestarian, yaitu prinsip hasil (yield principle) dan prinsip manajemen 

(management principle) dan Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis 

Masyarakat (Community Based Forest Management atau CBFM), berikut 

penjelasannya:  

1.  Prinsip Hasil (yield principle)  

Prinsip ini dikembangkan untuk pertama kalinya dalam pengelolaan 

hutan di Jerman, dimana dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan 

hasil dan manfaat hutan yang terus meningkat, maka hasil manfaat hutan 

merupakan dasar utama pengelolaan hutan. Dengan demikian, prinsip 

hasil adalah prinsip dalam pengelolaan hutan yang mendasarkan pada 

pertimbangan hasil yang diperoleh dari hutan sebagai dasar utamanya. 

Dalam sejarah penerapannya, terdapat beberapa bentuk prinsip hasil, 

yaitu: 

a.  Prinsip Hasil yang Lestari (sustainable yield principle)  
Pengelolaan hutan dengan prinsip hasil lestari mengupayakan 
hasil (yield) yang diperoleh dari hutan kurang lebih sama dari 
waktu ke waktu (tahun ke tahun atau rotasi ke rotasi). Prinsip ini 
dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara riap 
(increment) dari tegakan hutan dengan pemanenannya 

                                                                                                                                                               
Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera 
Utara 
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(harvesting). Keseimbangan ini merupakan persyaratan minimal 
yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kelestarian hasil.  

b. Prinsip Hasil yang Selalu Meningkat (progressive yield principle) 
Disamping hasil yang diperoleh dari hutan (utamanya kayu) 
berlangsung kurang lebih sama dari waktu ke waktu, pengelola 
hutan berupaya lebih lanjut untuk meningkatkan hasil yang 
diperoleh dari hutan dari waktu ke waktu. Jadi bersifat progresif. 
Dengan demikian, prinsip hasil yang selalu meningkat adalah 
prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan hasil yang akan 
diperoleh dari hutan akan terus meningkat dari waktu ke waktu 
(tahun ke tahun, rotasi ke rotasi). Prinsip ini dapat dicapai dengan 
meningkatkan potensi tegakan per satuan luasnya, atau dengan 
kata lain riap tegakan harus ditingkatkan per satuan luas per 
satuan waktu, melalui:  
1) Penerapan teknik silvikultur yang tepat, misalnya melalui 

penjarangan (thinning) yang tepat, pemupukan, dll.  
2) Pemilihan bibit unggul melalui program-program kultur jaringan 

(tissue culture), pemuliaan pohon (tree improvement), dan 
rekayasa teknologi biologi (biotechnology).  

c.  Prinsip Hasil yang Maksimal (maximum yield principle)  
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap hasil hutan, 
maka upaya untuk mendapatkan hasil secara progressif masih 
belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada saat yang 
bersamaan teknologi pemanfaatan hasil hutan juga mengalami 
peningkatan, yang ditopang dengan berkembangnya IPTEKS 
pemanfaatan hasil hutan. Melalui teknologi pemanfatan hasil 
hutan, yaitu memproses serta mengolah hasil hutan menjadi 
produk jadi atau setengah jadi, diharapkan nilai dari hasil hutan 
akan meningkat dan maksimal. Dengan demikian, prinsip hasil 
maksimal adalah prinsip pengelolaan hutan yang mengupayakan 
diperolehnya nilai maksimal dari sumberdaya hutan. Untuk 
mendapatkan nilai maksimal tersebut, beberapa upaya yang dapat 
dilakukan adalah:  
1) Industrialisasi pengolahan hasil hutan untuk mendapatkan nilai 

tambah (value added);  
2) Intensifikasi pemanfaatan hasil hutan sehingga diperoleh 

volume hasil hutan yang lebih besar (memperkecil volume 
limbah);  

3) Diversifikasi pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, 
prinsip ini menekankan pada peningkatan nilai dibanding 
peningkatan produksi hasil hutan. 37  

 

                                                           
37

 Supratman dan Syamsu Alam, “Buku Ajar Management Hutan”, terdapat dalam 

http://www.unhas.ac.id/fahutan/index.php/id/riset-akerjasama/karya-
ilmiah/bukuajar.html?download=4%3Amanajemen-hutan, diakses terakhir tanggal 20 
Maret 2024. 
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2. Prinsip Manajemen Hutan Lestari (Sustainabel Forest Management)  

Pengelolaan hutan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan 

kelestarian hasil tetapi harus pula mempertimbangkan dampak dari 

pemanfatan hasil tersebut. Oleh karenanya, pengelolaan hutan 

mempunyai dimensi yang lebih luas (multidimentional principle). Berbeda 

dengan prinsip kelestarian hasil, prinsip pengelolaan hutan secara lestari 

perlu dan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, yaitu: 

a.  Kelestarian sumberdaya hutan (resource security);  
b.  Kelestarian produksi (cointinuity of production);  
c.  Kelestarian lingkungan (environment);  
d.  Kelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity); dan  
e.  Kelestarian sosekbud masyarakaty (socio-economic and culute). 38  
 
Dengan demikian, pada prinsip manajemen, aspek kelestarian hasil 

merupakan salah satu bagian saja dari kegiatan pengelolaan hutan. Untuk 

mewujudkan kelestarian pemanfaatan hutan, semua aspek di atas harus 

dipertimbangkan secara komprehensif.  

 
3.  Prinsip Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based 

Forest Management atau CBFM)  

Payung prinsip dasar pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah 

paradigma pembangunan kehutanan yang bertumpu pada pemberdayaan 

ekonomi rakyat. Secara konseptual prinsip dasar CBFM memiliki karakter 

bahwa masyarakatlah yang menjadi pelaku utama dalam pengelolaan 

sumber daya hutan, dimana mereka memiliki jaminan bahwa terdapat 

akses dan kontrol atas sumber daya alam. Sebagai pelaku utama maka 
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masyarakat menjadi pemeran utama dalam proses pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan hutan sekaligus. Hal ini dapat terwujud bila 

terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan 

pemanfaatan sumber daya hutan. Operasionalisasi di lapangan 

diserahkan pada kelembagaan lokal sesuai dengan sistem sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakatnya. Maka dari itu pendekatannnya 

bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Selain meletakan kedaulatan pengelolaan hutan pada masyarakat, 

pola CBFM juga menekankan prinsip dasar sistem pengelolaan hutan 

pada pengertian ekosistem (Ecosystem Based Principles). Hal ini dicirikan 

oleh aspek bahwa kelestarian semua kehidupan tergantung pada 

kesatuan ekosistem yang mencakup komposisi, struktur dan proses. 

Karenanya antara masyarakat setempat dan kehidupan sosial, ekonomi 

dan budayanya berada dalam satu kesatuan ekosistem hutan. Secara 

langsung para pemanfaat atau pengguna hasil hutan dan jasa harus 

berbagi tanggung jawab untuk mempertahankan dan memperbaiki 

ekosistem. Dalam konteks keutuhan ekosistem maka komoditas yang 

diusahakan memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan tidak semata mata 

tergantung pada ekstraksi salah satu komoditas tertentu.  

Untuk mewujudkan prinsip prinsip pengelolaan hutan yang berbasis 
masyarakat, sangat diperlukan adanya perubahan paradigma 
pembangunan, kebijakan dan peraturan di sektor kehutanan, 
kelembagaan, termasuk perilaku dan budaya setiap pihak pihak yang 
terlibat (stakeholders). Wacana tersebut di atas akan dapat tercapai 
bila dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan 
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mengakomodir dua hal penting. Pertama, dalam proses penyusunan 
kebijakan kehutanan harus menerapkan prinsip prinsip demokrasi, 
transparansi dan partisipasi. Kedua, dalam implementasi kebijakan 
harus menegakan prinsip konsistensi dan non diskriminasi.39 
 
Peraturan Yang Mengatur Tentang Kayu Hutan dan Olahannya 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia :  

1. Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang 
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan". Jika ketentuan ini dilanggar maka diancam dengan sanksi 
pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah). (Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun.  

2. Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Setiap 
orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib 
memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil 
hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". 
jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana 
berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 
tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 dan paling 
banyak Rp2.500.000.000; apabila yang melakukan kejahatan 
korporasi dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000, dan paling banyak Rp15.000.000.000 (Pasal 88 
ayat 1 dan 2); sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan 
terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan 
SKSHH palsu.  
 

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 

10 dan 11 Yang Mengantur Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu.  

1. Pasal 10  
a. Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan 

kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen 
angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil 
hutan.  

                                                           
39

 Mohammad Aqsa “Prinsip Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Berbasis 

Masyarakat Dalam Mewujudkan Kelestarian Fungsi Sosial, Ekonomi Dan Budaya” 
terdapat dalam http://mohammad-aqsa.blogspot.com/2010/10/prinsip-prinsip-dasar-
pengelolaan-hutan.html, diakses terakhir tanggal 29 Juli 2019. 
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b. Dokumen angkutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi :  
1) Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar 

Kayu Bulat (DKB)  
2) Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu 

Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA)  
3) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu 

Olahan (DK-O)  
4) Surat Angkutan Lelang (SAL)  

5) Nota Angkutan  
c. Penggunaan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), hanya berlaku untuk :  
1) 1 (satu) kali penggunaan;  
2) 1 (satu) pemilik;  
3) 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan  
4) 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti 

kemas  
5) 1 (satu) tujuan pengangkutan 

d. Dalam hal penggunaan dokumen angkutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan rangkaian alat 
angkut, maka jenis dan volume KB/KBS/KBK yang ada di 
dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen 
angkutan.  

e. Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku 
bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat 
angkut.  

2. Pasal 11  
1) Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPK hutan dalam 

areal izin yang sah pada hutan alam dengan tujuan ke tempat 
lain di luar areal izin wajib disertai bersama-sama dengan 
dokumen SKSKB.  

2) Setiap pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK dari TPK Antara 
atau TPT-KB atau industri wajib disertai bersama-sama 
dengan 15 dokumen FA-KB milik perusahaan pemegang izin 
yang bersangkutan.  

3) Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari satu industri ke 
industri lainnya menggunakan dokumen FA-KB industri 
pengirim.  

4) Setiap pengangkutan kayu olahan yang diangkut dari dan/atau 
ke industri pengolahan kayu wajib disertai bersama-sama 
dengan dokumen FA-KO.  

5) Industri pengolahan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), yaitu industri primer, industri lanjutan atau industri terpadu.  



50 
 

 
 

6) Setiap pengangkutan kayu hasil lelang temuan, sitaan atau 
rampasan wajib disertai bersama-sama dengan Surat 
Angkutan Lelang (SAL). 

7) Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO dengan tujuan selain 
industri pengolahan kayu menggunakan Nota Angkutan.  

8) Pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami 
pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan secara 
langsung untuk cerucuk, tiang jermal dan tiang pancang, 
menggunakan Nota Angkutan.  

9) Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO yang transit dan bongkar di 
pelabuhan umum/dermaga, langsiran ke tujuan dokumen 
SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL menggunakan Nota Angkutan.  

10) Pengangkutan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan dari 
toko/penjual selain industri pengolahan kayu menggunakan 
Nota Perusahaan.  

11) Dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan 
dokumen angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (3) huruf a, b, c, d dan e, pengirim, pengangkut dan 
penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen 
maupun fisik yang dikirim, diangkut atau diterima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


